STUDI EKSPLORATIF PENGELOLAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PROBEBAYA) DI KELURAHAN
SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA
(Perencanaan Partisipatif Hingga Pengakuan Aset Hasil Pembangunan)

SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL
[image: ]



Oleh: 

DHIYA PUTRI SASMITO
2201036091
S1-AKUNTANSI


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025




2

[bookmark: _Toc209508041][bookmark: _Hlk209448063]HALAMAN PENGESAHAN


	Judul Penelitian
	:
	Studi Eksploratif Pengelolaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda: Perencanaan Partisipatif Hingga Pengakuan Aset Hasil Pembangunan

	Nama Mahasiswa
	:
	Dhiya Putri Sasmito

	NIM
	:
	2201036091

	Fakultas
	:
	Ekonomi dan Bisnis

	Program Studi
	:
	S1-Akuntansi



Diajukan untuk Seminar Proposal
Menyetujui,
Samarinda, 23 September 2025
Pembimbing,



Dr. Muhammad Ikbal, S.E., M.S.A., CSRA., CSP NIP. 19800407 200501 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman


Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR
NIP. 19850204 200912 2 007
[bookmark: _Toc209508046]
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	ivv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Permasalahan	3
1.3	Pertanyaan Penelitian	9
1.4	Tujuan Penelitian	9
1.5	Kontribusi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1	Teori Stewardship	12
2.2	Penelitian Terdahulu	14
2.3	Konsep Teoritis Akuntansi Manajemen Sektor Publik	16
2.4	Konsep Partisipasi Masyarakat	18
2.5	Akuntabilitas Publik	20
2.6	Pengelolaan Aset Publik	22
2.7	Kerangka Hukum Komprehensif untuk Manajemen Aset Publik	24
2.8	Kerangka Konsep Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1	Desain Penelitian	30
3.2	Definisi Operasional	30
3.3	Metode Pengumpulan Data	33
3.4	Informan Penelitian	34
3.5	Teknik Analisis Data	35
3.6	Uji Keabsahan Data	36
DAFTAR PUSTAKA	38

[bookmark: _Toc209508047]
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 	Berbagai Masalah yang Muncul Terkait Tata Kelola Keuangan di Tingkat Komunitas Desa dan Kelurahan	7
Tabel 2.1 	Matrik Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.2 	Perbedaan Signifikan antara Akuntansi Manajemen di Sektor Privat dan Akuntansi Manajemen di Sektor Publik	17
Tabel 2.3 	Kerangka Regulasi yang Relevan dengan Program Pemberdayaan Berbasis RT (Probebaya) beserta Implikasinya terhadap Pengelolaan Aset Probebaya	26
Tabel 3.1 	Definisi Operasional dan Konteks Penelitian	32


[bookmark: _Toc209508048]
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	28


2

[bookmark: _Toc209508051]BAB I
PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _Toc209508052]Latar Belakang
Program Probebaya (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) di tingkat RT (Rukun Tetangga) Kota Samarinda merupakan inisiatif pemerintah untuk mendorong pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan oleh komunitas itu sendiri. Program ini meliputi pembangunan fisik, seperti posko keamanan dan jalan lingkungan, aktivitas sosial, dan kegiatan kepemudaan. Pendekatan bottom-up menempatkan warga sebagai aktor utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Penerapan akuntansi manajemen pada program ini sangat relevan karena menyediakan informasi biaya, pengendalian penggunaan sumber daya, dan monitoring akuntabilitas, yang penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan dana publik (Garcia-Zamor, 2019; Mardiasmo, 2021).
Kelurahan Sungai Pinang Dalam menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi Probebaya, khususnya pada proses musyawarah RT yang belum melibatkan semua elemen masyarakat. Partisipasi terbatas menyebabkan prioritas program sering tidak mencerminkan kebutuhan warga secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat diyakini mampu meningkatkan kualitas pembangunan, karena keterlibatan aktif warga mendorong program yang relevan dan berkelanjutan (Bednarska-Olejniczak et al., 2019). Dari perspektif akuntansi manajemen, partisipasi warga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga proses pengambilan keputusan lebih berbasis informasi dan program lebih mudah dipertanggungjawabkan (Anggono, 2021; Mardiasmo, 2021).
Perencanaan partisipatif dalam Program Probebaya memberikan manfaat strategis bagi pengendalian sumber daya. Melalui mekanisme partisipasi, warga memiliki kesempatan untuk menilai biaya dan manfaat program, serta mengidentifikasi risiko dan kendala implementasi. Akuntansi manajemen menjadi alat penting untuk menyajikan informasi yang mendukung keputusan tersebut, termasuk laporan realisasi anggaran dan evaluasi kinerja program. Informasi ini membantu RT dan kelurahan menilai efektivitas pelaksanaan program dan mengurangi potensi penyimpangan penggunaan dana publik. Keterlibatan warga dalam pengawasan program menumbuhkan rasa kepemilikan dan mendorong pemeliharaan hasil pembangunan (Kiss et al., 2022)
Keberhasilan Program Probebaya tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dari proses demokratis yang menyertainya. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi program, meningkatkan transparansi, dan menciptakan kontrol sosial yang efektif terhadap pelaksanaan program. Penerapan akuntansi manajemen memungkinkan RT dan kelurahan untuk mendokumentasikan alokasi anggaran, pengeluaran, serta pengelolaan aset hasil pembangunan secara sistematis. Pengakuan aset yang jelas, termasuk status lahan dan pemeliharaan posko keamanan, menjadi bagian integral dalam akuntabilitas publik. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan yang partisipatif dan akuntabel menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat (Smith & Iversen, 2018).

1.2 [bookmark: _Toc209508053]Permasalahan
Prosedur pelaksanaan Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam sering menyimpang dari rencana semula, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengendalian internal dan monitoring, dua aspek penting dalam akuntansi manajemen sektor publik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Menurut Salmanzadeh et al., (2022), pengendalian manajemen mencakup aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen yang efektif diperlukan untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, akuntansi manajemen sektor publik berperan sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel (Bastian, 2020). Implementasi akuntansi manajemen yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik, serta memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.
Pertanggungjawaban dana Program Probebaya di tingkat RT masih menunjukkan kelemahan signifikan. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kerap kurang transparan dan sulit dipahami oleh warga penerima manfaat. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang jelas mengurangi akuntabilitas dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program. Akuntansi manajemen sektor publik menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pelaporan yang sistematis agar penggunaan dana publik dapat dievaluasi secara efektif (Salmanzadeh et al., 2022). Partisipatory budgeting, sebagai bentuk penganggaran partisipatif, terbukti meningkatkan transparansi dan keterlibatan warga dalam pengawasan penggunaan dana publik (Muthomi & Thurmaier, 2021). Implementasi akuntabilitas yang baik memungkinkan warga memahami alokasi dana, menilai efektivitas program, dan ikut mengawasi agar tujuan pembangunan tercapai secara optimal.
Aset fisik yang dihasilkan dari Program Probebaya, seperti posko keamanan dan fasilitas umum lainnya, sering kali tidak dilengkapi dengan mekanisme pengakuan dan pemeliharaan yang jelas. Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penurunan kualitas aset. Akuntansi manajemen sektor publik menekankan pentingnya pencatatan aset secara sistematis, termasuk identifikasi nilai, status kepemilikan, dan prosedur pemeliharaan (Horni & Fuchs, 2020). Pengelolaan aset yang baik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat (Giglio et al., 2018; Mardiasmo, 2021). Partisipasi warga dalam pemantauan dan pelaporan aset dapat memperkuat kontrol sosial, sehingga aset publik dapat digunakan secara optimal dan tetap terjaga kualitasnya untuk jangka panjang.
Status lahan yang belum jelas legalitasnya menjadi kendala serius dalam pelaksanaan Program Probebaya. Ketidakpastian hukum atas lahan dapat menimbulkan konflik kepemilikan di masa mendatang dan mempersulit pencatatan serta pengakuan aset hasil pembangunan. Akuntansi manajemen sektor publik menekankan perlunya pengendalian aset yang sistematis, termasuk verifikasi status hukum, pencatatan nilai aset, dan prosedur pemeliharaan, untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik (Mardiasmo, 2021; Roberts et al., 2018). Penerapan mekanisme pengendalian ini tidak hanya menjamin keberlanjutan aset, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program secara keseluruhan.
Pendekatan akuntansi manajemen sektor publik menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis praktik perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program pemerintah, termasuk Program Probebaya. Implementasi akuntansi manajemen memungkinkan aparat RT dan kelurahan menilai apakah alokasi anggaran sesuai kebutuhan masyarakat, penggunaan dana berjalan efisien, dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara akuntabel (Bastian, 2020; Broadbent & Guthrie, 2008). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program memperkuat transparansi serta legitimasi penggunaan sumber daya. Penerapan mekanisme akuntansi manajemen yang tepat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan program, sekaligus mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis komunitas.
Fenomena yang muncul dalam pelaksanaan Program Probebaya maupun pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat di tingkat desa/RT menunjukkan adanya masalah mendasar terkait partisipasi, akuntabilitas, dan tata kelola. Musyawarah yang seharusnya menjadi instrumen utama perencanaan pembangunan sering kali hanya bersifat formalitas, diwarnai dominasi elit atau perangkat desa, sementara kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda kurang terlibat. Kondisi ini mengakibatkan program yang diprioritaskan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Kasus-kasus korupsi dana desa yang disoroti oleh ICW (Indonesia Corruption Watch) serta temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) semakin menguatkan bahwa rendahnya transparansi dalam perencanaan menjadi celah terjadinya penyalahgunaan.
Selain itu, lemahnya akuntabilitas dan tata kelola aset memperburuk efektivitas pembangunan. Laporan fiktif, penyimpangan penggunaan dana, serta keterbatasan kapasitas SDM desa dalam menyusun laporan keuangan membuat pengawasan semakin sulit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian terkait berulang kali menemukan permasalahan berupa penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, aset desa yang tidak dicatat, hingga status hukum lahan yang tidak jelas. Aset fisik yang dibangun pun sering terbengkalai karena tidak ada mekanisme pemeliharaan, sehingga manfaat pembangunan tidak berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari output fisik, tetapi juga sangat ditentukan oleh tata kelola partisipasi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset yang baik.
Isu-isu yang dihadapi dalam Program Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya akuntabilitas dana, dan tata kelola aset yang buruk, bukanlah masalah yang terisolasi, melainkan cerminan dari tantangan nasional dalam pengelolaan dana di tingkat desa dan program pembangunan berbasis komunitas di RT. Berbagai laporan dari lembaga kredibel, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI, 2023), dan Kementerian Desa PDTT, secara konsisten menunjukkan adanya kelemahan sistemik. Misalnya, laporan BPK Semester I 2023 mencatat 748 temuan terkait pengelolaan keuangan desa di 597 pemerintah daerah, dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar dan potensi kerugian hingga Rp376,9 miliar (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). 
Temuan ini sebagian besar disebabkan oleh penyimpangan penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban yang tidak transparan. Selain itu, masalah tata kelola aset juga menonjol; BPK sering menemukan aset yang dibangun tidak tercatat secara resmi, dan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa banyak proyek infrastruktur menjadi tidak berkelanjutan karena tidak adanya alokasi dana pemeliharaan yang jelas (Kemendes PDTT, 2023). Hal ini diperburuk oleh rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, di mana survei oleh Indonesia Corruption Watch (2023) menunjukkan bahwa 60% warga desa merasa musyawarah hanya formalitas, yang mengakibatkan program tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengintegrasikan perspektif akuntansi manajemen untuk menganalisis dan memberikan solusi atas masalah-masalah ini secara terperinci.
[bookmark: _Toc209508654]Tabel 1.1 Berbagai Masalah yang Muncul Terkait Tata Kelola Keuangan di Tingkat Komunitas Desa dan Kelurahan
	Masalah Utama
	Informasi Temuan
	Sumber Data

	Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Dana Desa
	· 748 temuan terkait pengelolaan keuangan desa di 597 pemerintah daerah.
· Indikasi kerugian negara sebesar Rp13,1 miliar dan potensi kerugian hingga Rp376,9 miliar.
	BPK RI (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023)

	Tata Kelola Aset dan Infrastruktur
	· Banyak aset yang dibangun tidak tercatat secara resmi.
· Lebih dari 30% proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pedesaan dilaporkan tidak berfungsi optimal atau rusak.
	BPK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

	Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat
	· Tingkat kehadiran dalam musyawarah desa rata-rata di bawah 50%.
· 60% warga desa merasa musyawarah hanya formalitas.
	Pusat Kajian Akuntabilitas Sektor Publik Universitas Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW)



Penelitian empiris memberikan dasar relevan untuk mendukung studi ini. Penelitian Tirayoh, et al. (2021) menyoroti pengelolaan aset publik di Kabupaten Minahasa, menekankan kepatuhan regulasi dan efektivitas manajemen aset. Penelitian yang dilakukan oleh Sumaryana (2024) mengeksplorasi tata kelola, perencanaan, dan evaluasi kebijakan aset pemerintah daerah. Gherghina dan Tap (2023) meneliti persepsi pemberdayaan kolektif melalui desain institusional dan intervensi politik terbatas dalam participatory budgeting. 
Beberapa penelitian empiris memberikan wawasan penting terkait pemberdayaan masyarakat di tingkat RT. Abdalla (2016) meneliti implementasi Program Prodamas di Kota Kediri, menekankan efektivitas dan tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Anshori (2017) mengkaji faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perkotaan di DKI Jakarta, khususnya di Kampung Rawa, Kalibaru, dan Tanjung Duren Melawai. Faisal (2024) menilai implementasi program “Indonesia Juara” di Desa Rappokalling, Makassar, dengan fokus pada kinerja pemberdayaan menggunakan metode campuran. Lubis & Zubaidah (2019) membahas pengembangan kapasitas RT dan RW sebagai elemen dasar dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, termasuk aspek keamanan dan pengawasan lingkungan di Kota Pekanbaru. 
Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas dana, dan pengelolaan aset dalam satu kerangka akuntansi manajemen. Harapannya, temuan penelitian bisa menjadi acuan praktis bagi aparat RT dan kelurahan dalam memperbaiki tata kelola Probebaya, sekaligus memperkaya literatur akuntansi manajemen publik di Indonesia.
1.3 [bookmark: _Toc209508054]Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang muncul dalam pelaksanaan Program Probebaya, penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi aspek perencanaan, pengelolaan dana, dan pengakuan aset, dengan fokus pada praktik akuntansi manajemen di tingkat RT. Berikut pertanyaan penelitiannya:
1) Bagaimana proses perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan program Probebaya di tingkat RT?
2) Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Probebaya dilakukan dari perspektif akuntansi manajemen?
3) Bagaimana proses pengakuan dan pengelolaan aset hasil program Probebaya?
1.4 [bookmark: _Toc209508055]Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Probebaya, mulai dari perencanaan partisipatif, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana, hingga praktik pengakuan serta pengelolaan aset yang dihasilkan dari program pembangunan di tingkat RT. Berikut tujuan penelitian:
1) Mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif program Probebaya.
2) Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban dana dan pengelolaan program dari sisi akuntansi manajemen.
3) Mengidentifikasi praktik pengakuan dan pengelolaan aset hasil pembangunan program.
1.5 [bookmark: _Toc209508056]Kontribusi Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik akademis, praktis, maupun kebijakan, dengan menyoroti penerapan akuntansi manajemen dalam Program Probebaya di tingkat RT dan kelurahan.
1) Kontribusi Akademis
Penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait akuntansi manajemen sektor publik, khususnya pada tingkat kelurahan dan RT, dengan fokus pada perencanaan partisipatif, pengelolaan dana, dan pengakuan aset hasil pembangunan.
2) Kontribusi Praktis
Hasil penelitian dapat memberikan masukan konkret bagi pemerintah kelurahan dan RT untuk memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan akuntabilitas program Probebaya, sehingga program lebih efektif dan transparan.

3) Kontribusi Kebijakan
Temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Kota Samarinda, khususnya dalam menyempurnakan desain, implementasi, dan pengawasan program Probebaya.

2




[bookmark: _Toc209508057]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _Toc209508058]Teori Stewardship
Teori Stewardship muncul sebagai respons terhadap perspektif agency yang menekankan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konsep awal dikembangkan oleh Davis, et al. (1997) untuk menggambarkan manajer atau pengelola sebagai “steward” yang memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi atau pemilik sumber daya. Stewardship menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan loyalitas, yang berbeda dengan pendekatan tradisional agency yang berfokus pada kontrol dan pengawasan eksternal (Davis et al., 1997). Teori ini menjadi relevan dalam konteks publik karena pengelola sumber daya publik diharapkan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.
Unsur utama teori stewardship mencakup akuntabilitas, loyalitas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelola melaporkan penggunaan dana secara transparan dan benar. Loyalitas menggambarkan komitmen pengelola untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kompetensi menekankan kemampuan pengelola untuk mengelola sumber daya secara efisien, sedangkan tanggung jawab sosial menuntut pertimbangan dampak sosial dari setiap keputusan. Unsur-unsur ini selaras dengan praktik akuntansi manajemen sektor publik yang menekankan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan penggunaan dana publik (Anthony et al., 2013).
Konteks Program Probebaya, teori stewardship membantu menganalisis perilaku aparat RT dan kelurahan sebagai pengelola dana dan aset publik. Pengelola bertindak sebagai steward ketika mereka melibatkan warga dalam perencanaan program, memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana, dan mencatat aset hasil pembangunan dengan benar. Perilaku stewardship meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, sehingga program lebih akuntabel dan hasil pembangunan lebih berkelanjutan (Martin & Butler, 2017).
Akuntansi manajemen sektor publik memberikan kerangka bagi pengelola untuk menerapkan prinsip stewardship secara sistematis. Sistem perencanaan, pengendalian, dan pelaporan memungkinkan Pokmas di RT dan kelurahan untuk memonitor realisasi anggaran, mengevaluasi kinerja, serta mendokumentasikan aset publik. Mekanisme ini juga memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis informasi dan pengawasan sosial dari warga. Dengan demikian, stewardship tidak hanya menjadi prinsip etis tetapi juga praktik manajerial yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas Program Probebaya.
Studi empiris menunjukkan bahwa penerapan stewardship di tingkat RT memperkuat partisipasi masyarakat dan pengelolaan aset. Partisipasi warga dalam musyawarah RT memicu rasa kepemilikan atas program, sementara pengelolaan dana dan aset secara bertanggung jawab meningkatkan kepercayaan publik. Aplikasi teori stewardship dalam Program Probebaya menekankan integrasi nilai etis, kapasitas pengelola, dan mekanisme akuntansi manajemen untuk memastikan bahwa pembangunan fisik, sosial, dan kepemudaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat (Li et al., 2020).
2.2 [bookmark: _Toc209508059]
Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian empiris di Indonesia menunjukkan dinamika pemberdayaan masyarakat di tingkat RT sebagai basis penting pembangunan sosial. Abdalla (2016), misalnya, meneliti implementasi Program Prodamas di Kota Kediri. Fokus penelitiannya adalah menilai efektivitas Prodamas sebagai strategi peningkatan kesejahteraan warga di tingkat lingkungan. Hasilnya memperlihatkan bahwa program tersebut cukup berhasil dalam mendorong partisipasi warga, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan.
Sementara itu, Anshori (2017) menyoroti masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perkotaan di DKI Jakarta, khususnya di Kampung Rawa, Kalibaru, dan Tanjung Duren Melawai. Penelitian ini mengungkap bahwa rendahnya partisipasi bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program, tetapi juga karena faktor sosial-ekonomi warga yang cenderung sibuk dengan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari kondisi keseharian masyarakat yang menjadi sasaran.
Faisal (2024) memberikan perspektif berbeda dengan menilai implementasi program “Indonesia Juara” di Desa Rappokalling, Makassar, melalui metode campuran (mixed methods). Penelitian ini menekankan pada kinerja pemberdayaan masyarakat yang lebih terukur, dengan melihat aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kapasitas warga, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.
[bookmark: _Toc209508663]Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti (Tahun)
	Judul/Topik dan Lokasi
	Fokus Utama
	Temuan Penting

	1
	Abdalla (2016)
	Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) di Kota Kediri
	Implementasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat kota
	PRODAMAS efektif meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan lokal, meski masih menghadapi kendala koordinasi antar lembaga.

	2
	Anshori (2017)
	The Challenges of Enhancing Participation in Urban Community Empowerment Programs
	Tantangan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perkotaan
	Tingkat partisipasi dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, motivasi, dan dukungan pemerintah; partisipasi nyata masih menjadi hambatan.

	3
	Faisal (2024)
	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Kasus Indonesia Juara, Sulawesi Selatan)
	Pengembangan model program pemberdayaan masyarakat terpadu
	Program Indonesia Juara berhasil mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; tantangan utama ada pada keberlanjutan dan kolaborasi multipihak.

	4
	Lubis & Zubaidah (2019)
	Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW), Pekanbaru
	Efektivitas program berbasis RW dalam mewujudkan prinsip Tridaya
	Program terbukti efektif memperkuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat RW; peran ketua RW dan partisipasi aktif warga sangat menentukan.



Lubis & Zubaidah (2019) menambahkan dimensi penting lain dalam pembahasan, yakni pengembangan kapasitas RT dan RW di Kota Pekanbaru. Mereka menekankan bahwa RT dan RW bukan hanya sebagai perangkat administratif, tetapi juga garda terdepan dalam pemberdayaan, keamanan, dan pengawasan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika RT dan RW diperkuat kapasitasnya, efektivitas pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah juga meningkat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan lokal menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan di tingkat RT.
2.3 [bookmark: _Toc209508060]Konsep Teoritis Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Akuntansi manajemen pada sektor privat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, analisis, dan komunikasi informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan manajer untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis (Anthony et al., 2013). Fokus utama akuntansi manajemen di sektor privat adalah penciptaan nilai melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, sekaligus mendorong pencapaian keuntungan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen juga berfungsi untuk menilai kinerja unit usaha, merancang strategi kompetitif, dan mengendalikan biaya.
Perbedaan muncul ketika akuntansi manajemen diterapkan dalam sektor publik. Tujuan yang ingin dicapai tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan memastikan akuntabilitas, transparansi, serta keadilan dalam penggunaan dana publik (Bastian, 2020). Sektor publik mengharuskan pengelolaan informasi keuangan dan non-keuangan terkait perencanaan program, pengendalian anggaran, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik dana. Penekanan diberikan pada kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dalam pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang (Broadbent & Guthrie, 2008).

[bookmark: _Toc209508664]
Tabel 2.2 Perbedaan Signifikan antara Akuntansi Manajemen di Sektor Privat dan Akuntansi Manajemen di Sektor Publik
	Aspek
	Akuntansi Manajemen Privat
	Akuntansi Manajemen Sektor Publik

	Tujuan Utama
	Mendukung pengambilan keputusan untuk profit dan keberlanjutan bisnis
	Mendukung pengambilan keputusan untuk pelayanan publik dan akuntabilitas

	Orientasi
	Efisiensi biaya, peningkatan laba, daya saing pasar
	Efektivitas program, transparansi, keadilan distribusi, partisipasi masyarakat

	Pengguna Utama
	Manajer internal, pemegang saham, investor
	Aparatur pemerintah, legislatif, auditor, masyarakat (stakeholders publik)

	Sumber Dana
	Modal pemilik, pinjaman, pendapatan usaha
	Pajak, retribusi, dana transfer, hibah, dan APBD/APBN

	Pengukuran Kinerja
	Laba rugi, ROI, ROE, rasio keuangan, efisiensi operasional
	Capaian program, output, outcome, indikator kinerja, efektivitas anggaran

	Akuntabilitas
	Kepada pemegang saham dan pemilik modal
	Kepada masyarakat, DPRD, pemerintah pusat, dan lembaga pengawas

	Pengakuan Aset
	Aset diukur untuk kepentingan nilai ekonomi dan laba
	Aset diukur sebagai hasil pembangunan publik (jalan, sekolah, fasilitas sosial)

	Partisipasi
	Terbatas pada pemegang saham dan stakeholder tertentu
	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

	Fleksibilitas
	Lebih fleksibel dalam inovasi manajerial dan strategi
	Lebih terikat regulasi, prosedur hukum, dan prinsip tata kelola pemerintahan


Sumber: Bastian (2020), Broadbent & Guthrie (2008), Hansen & Mowen, (2015), Mardiasmo, (2021)

Komponen utama dari akuntansi manajemen meliputi perencanaan, pengendalian, pelaporan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis. Perencanaan menekankan pada penentuan tujuan dan alokasi anggaran yang sesuai, sedangkan pengendalian memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Pelaporan menyediakan informasi untuk menilai capaian program, sementara evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan. Pengambilan keputusan strategis berorientasi pada keberlanjutan program pembangunan dengan memanfaatkan data akuntansi sebagai dasar pertimbangan (Mowen et al., 2015).
Relevansi akuntansi manajemen sektor publik sangat nyata pada program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, misalnya program Pro Bebaya di tingkat RT. Program ini menekankan transparansi penggunaan dana kelurahan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, serta pertanggungjawaban publik melalui laporan kegiatan. Informasi manajerial yang akurat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur efektivitas realisasi anggaran, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta memastikan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi dan sosial benar-benar tercapai.
Implementasi konsep akuntansi manajemen pada program Pro Bebaya juga menunjukkan bagaimana aspek evaluasi dan akuntabilitas berperan penting. Data yang dikumpulkan dari laporan pelaksanaan kegiatan dapat dianalisis untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran dan sejauh mana manfaat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi manajemen sektor publik, yaitu menciptakan transparansi, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).
2.4 [bookmark: _Toc209508061]Konsep Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan hak dasar warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan program publik. Dalam konteks akuntansi manajemen sektor publik, masyarakat dipandang sebagai salah satu stakeholder utama yang memiliki kepentingan langsung terhadap penggunaan sumber daya publik. Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas publik hanya dapat terwujud apabila terdapat ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, partisipasi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan hak yang dijamin dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat dalam program Probebaya di Kota Samarinda memiliki posisi penting karena mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pihak yang ikut menentukan prioritas pembangunan. World Bank (2017) menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan program. Program Probebaya, yang berbasis pada kebutuhan riil warga, menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan awal dalam penentuan kegiatan, sehingga konsep ini sejalan dengan prinsip partisipatif yang diidealkan dalam akuntansi manajemen sektor publik.
Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan Probebaya juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial terhadap aparatur pemerintah. Bovaird dan Löffler (2009) menekankan bahwa partisipasi warga berfungsi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana publik. Proses tersebut sejalan dengan akuntansi manajemen sektor publik yang menekankan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahap manajemen keuangan.
Keterlibatan masyarakat dalam program Probebaya juga dapat dilihat sebagai bentuk demokratisasi dalam pengelolaan anggaran publik. Menurut Fung (2006), partisipasi warga dalam pengambilan keputusan terkait anggaran publik memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal ini tercermin pada Probebaya, di mana masyarakat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lingkungan mereka. Partisipasi tersebut menegaskan hak masyarakat untuk mengontrol bagaimana dana publik digunakan, sekaligus memperluas tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan warga.
Implikasi partisipasi masyarakat dalam program Probebaya tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, melainkan juga menyangkut pengakuan aset hasil pembangunan. Masyarakat sebagai stakeholder berhak memastikan bahwa aset yang dibangun dengan dana publik tercatat, dilaporkan, dan dimanfaatkan sesuai tujuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Ellwood (2009) yang menekankan pentingnya akuntabilitas aset dalam sektor publik sebagai bagian dari manajemen keuangan negara. Dengan demikian, Probebaya dapat menjadi contoh praktik akuntansi manajemen sektor publik yang mengintegrasikan aspek partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus manajemen program, mulai dari perencanaan hingga pelaporan aset.
2.5 [bookmark: _Toc209508062]Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik merupakan prinsip utama dalam akuntansi sektor publik. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap entitas pengelola dana publik wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang jelas, transparan, dan dapat diaudit kepada Publik sebagai pemilik sah dana tersebut. Akuntabilitas tidak hanya mencakup hasil akhir dari suatu program, tetapi juga menyangkut proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan jawaban kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik serta hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.
Akuntabilitas dalam sektor publik berkaitan erat dengan pelaksanaan keuangan daerah, termasuk program-program berbasis partisipasi masyarakat seperti Probebaya. Probebaya menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana yang berasal dari APBD agar masyarakat dapat memastikan bahwa alokasi dan realisasinya sesuai kebutuhan riil di tingkat kelurahan. Yosep dan Indriasih (2020) menekankan bahwa akuntansi manajemen sektor publik harus menyediakan informasi yang memungkinkan publik menilai sejauh mana pengelola keuangan telah menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan ekonomis.
Akuntabilitas juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana dana yang mereka titipkan melalui pajak dan retribusi daerah benar-benar kembali dalam bentuk program pembangunan yang bermanfaat. Melalui akuntabilitas, pelaksana program Probebaya didorong untuk tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga memenuhi ekspektasi sosial dari masyarakat penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bastian (2020) bahwa akuntabilitas publik mengandung unsur pertanggungjawaban moral, bukan sekadar administratif.
Akuntansi manajemen sektor publik menyediakan instrumen yang mendukung implementasi akuntabilitas tersebut, misalnya melalui penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja, dan pengukuran hasil. Program Probebaya dapat dijadikan contoh praktik akuntabilitas karena di dalamnya terdapat mekanisme laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Proses ini memperlihatkan keterkaitan erat antara sistem akuntansi, manajemen program, dan legitimasi sosial dari penggunaan anggaran publik.
Keberadaan akuntabilitas publik dalam Probebaya sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program berbasis kebutuhan warga. Masyarakat akan lebih berpartisipasi bila yakin bahwa kontribusi mereka diakomodasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan demikian, akuntabilitas publik tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan, tetapi juga membangun legitimasi sosial dan memperluas basis partisipasi dalam pembangunan daerah.
2.6 [bookmark: _Toc209508063]Pengelolaan Aset Publik
Pengelolaan aset publik merupakan bagian penting dalam akuntansi manajemen sektor publik yang menekankan pada pencatatan, pengakuan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset hasil pembangunan. Aset publik mencakup infrastruktur, fasilitas umum, maupun sarana pendukung yang dibiayai oleh anggaran negara atau daerah. Hal ini sejalan dengan kewajiban pemerintah untuk menjaga keberlanjutan manfaat aset bagi masyarakat. Menurut Gurendrawati et al., (2024), akuntansi sektor publik tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang diamanahkan untuk kepentingan publik.
Pelaksana program memiliki tanggung jawab dalam memastikan aset yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan tercatat secara akurat dan terpelihara dengan baik. Dalam konteks Pro Bebaya di Kota Samarinda, pembangunan posko keamanan, jalan lingkungan, dan fasilitas sosial lain harus dikelola secara transparan serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini penting agar aset tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan, melainkan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Lei, et al. (2012) menekankan bahwa pencatatan dan pelaporan aset pemerintah daerah menjadi dasar pertanggungjawaban kepada publik.
Pemeliharaan aset publik memerlukan akuntabilitas yang jelas dari pihak pengelola program. Pro Bebaya, misalnya, mewajibkan ketua RT sebagai pelaksana program untuk memastikan fasilitas yang dibangun tetap berfungsi dan terawat. Pengelolaan aset yang buruk akan menimbulkan pemborosan anggaran dan berkurangnya manfaat bagi masyarakat. Dalam kerangka akuntansi manajemen sektor publik, hal ini termasuk dalam fungsi pengendalian dan evaluasi atas investasi publik yang telah dilakukan (Mardiasmo, 2021).
[bookmark: _Hlk207293023]Akuntabilitas pengelolaan aset juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola yang baik (good governance). Setiap aset publik harus dicatat dalam sistem informasi pemerintah daerah agar terhindar dari potensi kehilangan, kerusakan, atau pengalihan yang tidak sah. Dalam konteks Pro Bebaya, pencatatan aset seperti posko keamanan harus masuk dalam daftar aset kelurahan atau pemerintah kota sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan. Yosep & Indriasih (2020) menegaskan bahwa akuntabilitas aset publik menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Peran akuntansi manajemen sektor publik sangat penting dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan aset publik. Informasi mengenai nilai, kondisi, dan penggunaan aset memberikan dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam merencanakan pemeliharaan maupun pengadaan baru. Program Pro Bebaya menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan aset publik bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Transparansi dalam pencatatan dan pemeliharaan aset mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik serta efisiensi penggunaan anggaran.
2.7 [bookmark: _Toc209508064]Kerangka Hukum Komprehensif untuk Manajemen Aset Publik
[bookmark: _Hlk207293268]Manajemen aset publik di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif, yang tidak hanya berlaku pada aset milik negara/daerah berskala besar, tetapi juga mencakup aset hasil program pembangunan masyarakat seperti Probebaya di Kota Samarinda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa setiap barang milik negara/daerah (BMN/D) wajib dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Dalam konteks Probebaya, hasil pembangunan seperti posko keamanan, jalan lingkungan, atau sarana kepemudaan termasuk kategori Barang Milik Daerah (BMD) yang harus dicatat, diakui, dan dipertanggungjawabkan secara resmi oleh pemerintah daerah.
[bookmark: _Hlk207293260]Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memperjelas mekanisme pengelolaan aset publik, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Hal ini relevan bagi program Probebaya karena setiap aset yang dihasilkan melalui dana publik tidak boleh hanya berhenti sebagai “hasil pembangunan fisik”, tetapi harus masuk dalam sistem inventarisasi daerah. Tanpa pencatatan yang tertib, aset tersebut berisiko tidak terpelihara atau bahkan kehilangan status hukumnya sebagai kekayaan daerah (Pemerintah Indonesia, 2020).
Pada tingkat teknis, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan BMN dan BMD. Untuk Probebaya, pedoman ini menjadi acuan bagi kelurahan dan RT dalam mengelola serta menyerahkan hasil pembangunan ke pemerintah daerah. Misalnya, posko keamanan yang dibangun melalui dana Probebaya seharusnya tercatat dalam daftar BMD agar memiliki legalitas serta jaminan perawatan dan pemanfaatan jangka panjang.
[bookmark: _Hlk207293281]Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menegaskan bahwa aset publik harus diintegrasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah. Implikasinya, aset hasil program Probebaya bukan hanya catatan administratif, tetapi menjadi bagian dari neraca daerah yang menunjukkan nilai kekayaan pemerintah daerah. Hal ini menambah legitimasi program serta menjamin keberlanjutan penggunaan aset untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, regulasi manajemen aset publik menegaskan bahwa hasil pembangunan Probebaya merupakan bagian dari aset publik yang sah. Pengakuan, pencatatan, dan pelaporan aset tersebut bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Integrasi aset Probebaya ke dalam sistem manajemen aset publik akan memastikan manfaatnya lebih terjaga, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

[bookmark: _Toc209508665]Tabel 2. 3 Kerangka Regulasi yang Relevan dengan Program Pemberdayaan Berbasis RT (Probebaya) beserta Implikasinya terhadap Pengelolaan Aset Probebaya
	No
	Regulasi
	Pokok Pengaturan
	Implikasi bagi Aset Probebaya

	1
	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
	Mengatur kewenangan desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan aset lokal
	Aset Probebaya (misalnya sarana fisik atau barang yang dibeli dari dana program) masuk kategori aset desa/kelurahan yang wajib dicatat, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

	2
	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat
	Pemda berperan dalam memastikan aset Probebaya tidak hanya tercipta, tetapi juga berkelanjutan dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi/komersial yang merugikan masyarakat.

	3
	Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
	Memberi pedoman pencatatan, inventarisasi, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset desa
	Aset yang dihasilkan dari Probebaya harus masuk dalam daftar inventaris aset desa/kelurahan, sehingga ada kepastian hukum, keteraturan administrasi, dan perlindungan dari penyalahgunaan.

	4
	Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Mengatur penggunaan APBD untuk pembiayaan kegiatan kelurahan, termasuk pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat
	Aset Probebaya yang dibangun/dibeli melalui APBD harus dipandang sebagai aset kelurahan. Artinya, pengelolaan wajib melalui mekanisme resmi kelurahan, bukan dikuasai perorangan.

	5
	Perda/Perwali terkait Probebaya (misal Kota Balikpapan)
	Menjadi dasar hukum spesifik pelaksanaan Probebaya di daerah
	Menjamin kepastian aturan lokal dalam mengelola aset Probebaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, sampai pelaporan. Juga memberi sanksi jika ada penyimpangan.



2.8 [bookmark: _Toc209508065]Kerangka Konsep Penelitian
Kerangka penelitian bermula dari pemetaan masalah yang muncul dalam implementasi Program Probebaya di tingkat RT, Kota Samarinda. Beberapa masalah utama meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas program, deviasi prosedur pelaksanaan dari rencana, keterbatasan transparansi pertanggungjawaban dana, serta pengelolaan aset fisik yang belum jelas legalitas dan mekanisme pemeliharaannya. Identifikasi masalah ini penting untuk membentuk fokus penelitian dan memastikan bahwa kajian akuntansi manajemen dapat diterapkan secara relevan dalam konteks pelayanan publik di tingkat RT. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar bagi perumusan pertanyaan penelitian dan tujuan yang hendak dicapai.
Tahap berikutnya adalah menyajikan teori dan konsep yang mendukung penelitian. Teori stewardship, konsep akuntansi manajemen sektor publik, partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik, dan pengelolaan aset publik menjadi landasan konseptual. Teori dan konsep ini membantu menafsirkan fenomena di lapangan, memberikan kerangka analisis untuk memahami praktik perencanaan partisipatif, pengelolaan dana, serta pengakuan dan pemeliharaan aset hasil Probebaya. Pendekatan ini memastikan penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

Msalah dan Fenomen
(RT dan Kelurahan)
Identidikasi Masalah Probebaya:
· Partisipasi warga minim
· Deviasi prosedur pelaksanaan
· Akungtanbilitas dana yang belum maksimal
· Pengelolaan aset belum jelas
Teori dan Konseptual
Landasan Teori dan Konseptual:
· Teori Stewardship
· Akuntabilitas Manajemen Publik
· Partisipasi Masyarakat
· Akuntabilitas Publik
· Pengelolaan Aset Publik
Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan Data:
· Wawancara mendalam
· Dokumen Resmi/Laporan
· Koding Data & Identifikasi Tema
Analisis dan Kesimpulan
Analisis Data:
· Analisis Kualitatif
· Pembahasan Praktik terbaik
· Tantangan dan Rekomendasi
· Kesimpulan dan Saran penelitian Lanjutan


[bookmark: _Toc209508834]Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti aparat RT, kelurahan, dan masyarakat yang terlibat dalam Probebaya. Data yang diperoleh kemudian dikoding secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar fenomena. Metode ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial, hambatan partisipasi, serta praktik pengelolaan aset secara detail. Selain wawancara, dokumen terkait program, laporan pertanggungjawaban, dan regulasi pendukung juga dianalisis untuk memperkuat validitas temuan.
Data yang telah dikoding dianalisis secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis difokuskan pada keterkaitan antara teori, konsep, dan temuan lapangan. Proses ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik, tantangan, serta rekomendasi perbaikan pengelolaan program Probebaya. Hasil analisis kemudian dibahas secara sistematis untuk menjelaskan fenomena partisipasi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset. Kesimpulan penelitian akan menegaskan kontribusi akademis, praktis, dan kebijakan, sekaligus memberikan dasar bagi evaluasi program Probebaya di tingkat RT.

[bookmark: _Toc209508066]BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc209508067]Desain Penelitian
Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan desain studi eksplorasi, karena fenomena seputar Program Probebaya masih perlu dipahami secara mendalam tanpa kerangka teori yang kaku. Desain ini memungkinkan peneliti mengungkap aspek-aspek kompleks seperti partisipasi warga, akuntabilitas dana, dan pengelolaan aset secara holistik dalam setting alami RT. Peneliti berperan sebagai instrumen utama analisis dan menggunakan pendekatan induktif untuk membangun pemahaman berdasarkan perspektif subjek penelitian (Fadli, 2021). Fleksibilitas metodologinya memungkinkan peneliti menyesuaikan proses pengumpulan data berdasarkan temuan awal di lapangan (Neuman, 2014).  Pemilihan satu atau beberapa RT yang menjalankan Probebaya di Kelurahan Sungai Pinang Dalam akan dilakukan secara purposive, berdasar pada kesiapan dan keterbukaan akses data. 
3.2 [bookmark: _Toc209508068]Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan definisi operasional untuk memperjelas makna dari konsep utama yang diteliti. Pendekatan ini penting agar fokus penelitian pada program Probebaya, partisipasi warga, akuntabilitas dana, dan pengelolaan aset dapat dipahami secara konsisten.
Program Probebaya dalam penelitian ini didefinisikan sebagai program pemberdayaan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda, dengan tujuan memperkuat pembangunan masyarakat melalui pendanaan skala kecil. Program ini dipahami sebagai kebijakan yang memberikan alokasi dana langsung kepada RT untuk dikelola bersama warga, dengan prioritas pada pembangunan fisik maupun sosial. Dalam konteks operasional penelitian, Probebaya diperlakukan sebagai konteks utama yang mengatur bagaimana dana publik dialirkan, dipertanggungjawabkan, dan dimanfaatkan dalam ruang sosial yang sangat dekat dengan kehidupan warga.
Partisipasi warga didefinisikan sebagai keterlibatan aktif maupun pasif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Probebaya. Keterlibatan ini mencakup dimensi kehadiran dalam musyawarah, kontribusi ide, keterlibatan tenaga, hingga kesediaan menerima hasil keputusan kolektif. Dalam kerangka penelitian, partisipasi warga dioperasionalisasi sebagai indikator sosial yang mengukur sejauh mana program Probebaya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan bukan hanya agenda elite RT. Partisipasi dipandang sebagai kunci keberhasilan sekaligus tolok ukur efektivitas program.
Akuntabilitas dana didefinisikan sebagai kemampuan pengelola RT dan panitia Probebaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan pemerintah kota. Akuntabilitas tidak hanya mencakup laporan keuangan tertulis, tetapi juga mekanisme komunikasi terbuka, akses warga terhadap informasi penggunaan dana, dan adanya kepercayaan yang terbangun antara pengelola dan warga. Dalam penelitian, akuntabilitas diukur melalui praktik nyata di lapangan, misalnya cara laporan dipublikasikan atau bagaimana warga diberikan ruang untuk mengawasi.

[bookmark: _Toc209508669]Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Konteks Penelitian
	Konsep
	Definisi Operasional
	Konteks Penelitian

	Program Probebaya
	Program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Tetangga (RT) yang menyalurkan anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik, sosial, ekonomi, dan pengelolaan aset di tingkat lokal.
	Fokus pada implementasi di RT sebagai unit sosial terkecil untuk melihat bagaimana dana Probebaya dimanfaatkan dan dikelola.

	Partisipasi Warga
	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program Probebaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, baik dalam bentuk kehadiran rapat, kontribusi ide, tenaga, maupun pengawasan.
	Diamati melalui pola interaksi warga dalam forum RT, keputusan kolektif, dan sejauh mana warga merasa memiliki program tersebut.

	Akuntabilitas Dana
	Keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Probebaya kepada warga, termasuk transparansi laporan keuangan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, dan kejelasan aliran dana.
	Diteliti melalui mekanisme pencatatan keuangan, laporan kegiatan, dan respon warga terkait kepercayaan terhadap pengelola dana RT.

	Pengelolaan Aset
	Proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan aset yang dihasilkan dari program Probebaya (misalnya fasilitas umum, infrastruktur kecil, atau peralatan RT).
	Diamati dalam konteks natural RT, mencakup bagaimana aset digunakan sehari-hari, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana keberlanjutan aset dijaga.

	Setting Alami RT
	Lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi RT yang menjadi ruang alami berlangsungnya program Probebaya, tanpa intervensi artifisial dari peneliti.
	Menjadi bingkai penelitian kualitatif untuk memahami fenomena Probebaya secara emik, dari perspektif warga dan pengurus RT.



Pengelolaan aset secara holistik dalam konteks Probebaya dioperasionalisasi sebagai upaya menjaga, memelihara, dan mengoptimalkan aset fisik maupun nonfisik yang dihasilkan program. Aset fisik dapat berupa fasilitas umum yang dibangun dengan dana Probebaya, sementara aset nonfisik meliputi jejaring sosial, solidaritas, dan peningkatan kapasitas warga. Penelitian ini menempatkan pengelolaan aset sebagai variabel penting untuk menilai keberlanjutan program, karena tanpa manajemen aset yang baik, hasil Probebaya berisiko menjadi proyek jangka pendek tanpa manfaat jangka panjang.
Setting alami RT didefinisikan sebagai konteks sosial tempat Probebaya dijalankan, yang terdiri dari hubungan antarwarga, struktur kepemimpinan RT, kondisi ekonomi, serta budaya lokal. Setting alami diperlakukan sebagai medan interaksi di mana dinamika partisipasi, akuntabilitas, dan pengelolaan aset berlangsung. Penelitian kualitatif ini memandang setting alami RT bukan sekadar lokasi penelitian, melainkan ruang hidup yang sarat dengan norma, nilai, dan praktik sehari-hari yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program Probebaya.
3.3 [bookmark: _Toc209508069]Metode Pengumpulan Data
Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, yang saling melengkapi untuk memperkuat validitas temuan.
1) Wawancara Mendalam
Wawancara dilakukan dengan ketua RT, Ketua Pokmas Pelaksana Kegiatan, bendahara Pokmas, warga penerima manfaat, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Tujuannya untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta persepsi mereka terkait program Probebaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menemukan makna mendalam, termasuk dinamika sosial dan tantangan dalam pelaksanaan program.
2) Observasi Lapangan
Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat proses perencanaan, pelaksanaan, serta kondisi fisik dari hasil program Probebaya. Teknik ini membantu peneliti menangkap detail yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti interaksi warga, partisipasi nyata, dan kualitas sarana yang dibangun.
3) Dokumentasi
Dokumentasi diperoleh dari arsip resmi dan nonresmi, seperti proposal program, laporan pertanggungjawaban, dan foto kegiatan. Sumber ini berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus pelengkap untuk mengonfirmasi data dari wawancara dan observasi. Analisis dokumen juga membantu menguji konsistensi akuntabilitas dalam pengelolaan program.
3.4 [bookmark: _Toc209508070]Informan Penelitian
Pemilihan informan didasarkan pada peran, keterlibatan, dan pengalaman langsung mereka terhadap program Probebaya. Setiap informan memberikan perspektif penting untuk memahami dinamika, tantangan, dan capaian program di tingkat RT.
1) Ketua Pokmas
Sebagai pengelola utama program Probebaya di tingkat RT, ketua dan pengurus Pokmas memiliki peran strategis dalam perencanaan, koordinasi, hingga pelaporan kegiatan. Wawasan mereka penting untuk melihat tata kelola, pola partisipasi warga, serta dinamika pengambilan keputusan.
2) Bendahara Pokmas
Bendahara Pokmas berperan sentral dalam aspek keuangan, mulai dari pencatatan, pengeluaran, hingga pertanggungjawaban dana. Informasi dari bendahara penting untuk menilai transparansi, akuntabilitas, serta praktik manajemen dana dalam implementasi Probebaya secara nyata di lapangan.


3) Aparat Kelurahan (Khususnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan)
Aparat kelurahan menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan tingkat RT. Mereka memegang peran penting dalam pengawasan, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan program Probebaya. Perspektif mereka memberikan gambaran kebijakan dan kendala koordinasi antartingkat pemerintahan.
4) Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, adat, maupun aktivis lokal, memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini warga. Pandangan mereka penting untuk melihat bagaimana Probebaya diterima, dijalankan, serta didukung oleh komunitas secara sosial dan budaya.
5) Warga Penerima Manfaat
Sebagai pihak yang merasakan langsung dampak program, warga penerima manfaat menjadi sumber informasi utama mengenai efektivitas dan relevansi Probebaya. Pengalaman mereka memberikan gambaran nyata tentang tingkat kepuasan, partisipasi, serta keberlanjutan hasil program di lingkungan RT.
3.5 [bookmark: _Toc209508071]Teknik Analisis Data
Penelitian ini digunakan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menggambarkan pola makna dari data yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai isu penelitian.
1) Mengumpulkan Data dari Wawancara dan Dokumen
Tahap pertama melibatkan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta penelaahan dokumen terkait. Data yang terkumpul menjadi dasar penting dalam menemukan pola temuan yang sesuai dengan fokus penelitian.
2) Mengelompokkan Data Berdasarkan Tema dan Koding (Perencanaan, Akuntabilitas, dan Aset)
Tahap ini dilakukan dengan menyeleksi data untuk kemudian diberi koding sesuai tema utama, yaitu perencanaan, akuntabilitas, dan aset. Pengelompokan ini memudahkan dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan perbedaan antar-informasi yang muncul.
3) Menyusun Narasi Deskriptif Berdasarkan Hasil Temuan
Tahap akhir adalah menyusun narasi deskriptif yang menjelaskan hasil temuan penelitian. Narasi ini memadukan data wawancara dan dokumen dengan kerangka teori, sehingga menghasilkan penjelasan utuh dan mudah dipahami terkait permasalahan penelitian.
3.6 [bookmark: _Toc209508072]Uji Keabsahan Data
Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian ini,. Pendekatan ini memastikan temuan lebih objektif, komprehensif, serta terhindar dari bias persepsi tunggal.
1) Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketua Pokmas, warga, dan aparat kelurahan. Setiap pihak memberikan perspektif unik, sehingga informasi menjadi lebih seimbang, lengkap, dan mewakili realitas sosial yang beragam.
2) Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi. Perpaduan ketiga metode ini membantu peneliti memverifikasi data, menguatkan temuan, serta mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi dalam analisis.
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